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ABSTRAK

Kelapa sawit menjadi salah satu komoditi utama di Indonesia, salah satu
daerah pengahasil kelapa sawit terbesar adalah di Provinsi Kalimantan Tengah.
Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan Indonesia, setidaknya ada
delapan puluh dua perusahaan yang memiliki izin perkebunan kelapa sawit. Untuk
mendapatkan izin usaha perkebunan harus memenuhi persyaratan yang tertuang
dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkebunan. Keberlakuan Undang-undang Cipta
Kerja Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 45 dihilangkan hal ini berpotensi terjadinya
pelanggaran tata ruang dan eksploitasi lingkungan. Dengan aturan yang
dituangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, memiliki potensi untuk terjadi
kerusakan lingkungan. Undang-Undang Cipta Kerja, memiliki tujuan untuk
mempermudah usaha, tetapi akan berdampak bagi lingkungan hidup, kerena
perbedaan yang mendasar yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum
lingkungan pada Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan tiga
metode penelitian, yaitu statute approach, conceptual approach dan historical
approach. Penelitian ini secara praktis dapat digunakan sebagai rujukan bagi
perusahaan maupun masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum terkait
dengan penegakan hukum lingkungan, dan secara teoritis dapat digunakan sebagai
sumber rujukan bagi penelitian.

Kata Kunci : Kelapa Sawit, Perizinan, dan Lingkungan Hidup.
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ABSTRACT

Palm oil is one of the main commodities in Indonesia, one of the largest palm
oil producing areas is in Central Kalimantan Province. Based on data from the
Indonesian Ministry of Trade, there are at least eighty-two companies that have
oil palm plantation permits. To obtain a plantation business permit, one must
meet the requirements set out in Article 45 of the Plantation Law. The enactment
of the Job Creation Law Number 11 of 2020, Article 45 is omitted, this has the
potential to cause spatial planning violations and environmental exploitation.
With the rules set forth in the Job Creation Act, there is the potential for
environmental damage to occur. The Job Creation Act has the aim of facilitating
business, but it will have an impact on the environment, because of the
fundamental differences that lead to weak enforcement of environmental laws in
the Job Creation Act. This study uses three research methods, namely the statute
approach, a conceptual approach and a historical approach. This research can
practically be used as a reference for companies and communities who need legal
assistance related to environmental law enforcement, and theoretically can be
used as a reference source for research.

Kata Kunci : Palm Qil, Licensing, Environmental Law.
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